Menetapkar, -

@

WALIKOTA pa
LU
PROVINSI SULAWES] TENGAH

PE;:STURAN WALI KOTa PALU
MOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

WALIKOTA PALU,

bahwa untuk mf{laksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual perlu menetapkan Peraturan Wali
. 1 k
Kebijakan Akuntansi; alikota  tentang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor

38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
35595);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 204, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana
telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589) :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor §4 Tahup 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

1JAKAN
PERATURAN WALIKOTA PALU TENTANG KEB

AKUNTANSI



BAB |
KETENTUAN ypypg
Pasa] |

peraturan Walikota inj yang dimaksy d
€ngan:

pal

erah adalah Kota Palu,
a

| pemerintah Daerah adalah Walikgty g,

g penyClenggara pemerintahan daerah Perangkat Daerah sebagai unsur
'5} walikota adalah Walikota Pajy.

i adalah proses
untansl & : Pencataty
. engikhtisaran transaksi dan kejadi s Pengukuran,

hasilnya, serta penyajian laporan,

'-‘;, Kebijaka'n ?li};r:_z?zianadzlah prinsi dasar-d ;
konvensl, & e » dan praktik-praktik spesifik asar, .k-o.nvf:nS,-
suatu entitas pelaporan dalam Penyusunan dap yang dipilih oleh

. keuangarnl. penyajian laporan

P-prinsip,

F tansi Pemerintah
~ Sistem Akunta o oo AN Dideral Falapt ia;
adalah ra'ngkaxan sistimatik darj prosedur, pen ;;E:rrlxya disingkat  SAPD
 lemen lain untuk mewujudkan finos: clenggara, peralatan dan
sampai dengan pelaporan keuanga

paerah Kota Palu.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerinta
87 entitas akuntansi yang menurut

undangan wajib menyampaikan lap
laporan keuangan.

h yang terdiri dari satu atau lebih
ketentuan peraturan perundang-
oran pertanggungjawaban berupa

Entitas Akuntansi adalah unit
; anggaran/pengguna barang dan BUD wajib
dan menyusun laporan keuangan untuk
pelaporan.

pemerintahan pengguna
me.nyelenggarakan akuntansi
digabungkan pada entitas

9. Unit pemerintahan gdalah pengguna anggaran/penggunan barang yang
berada di Setuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palu.

10.Laporan Realisasi A_nggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja,
transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang

pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

I1.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.




BAB I1
KEBIJAKAN AKUNTANS]

Pasal 2

n akuntansi pemerintah Daerah menerapkan SAPD Berbasis

. kan akuntansi pemerintah daerah

1 .
0 kcbijakan akuntansi pelaporan keuang
a gebijakan akuntansi akun.
b.

eliputi :
an ; dan

.okan akuntansi pelaporan keuanga ! :
il Ke:tu ) huruf 2, memuat penjelasan gan sebagaimana dimaksud pada

| : atas unsur laporan k
o fangsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporaFr)x keumZZTgan e

’ gebijakan Céllkf}lrft?nsz akul? sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

pengatur delinisi, pengaxuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan

transak§1_ atau peristiwa sesuai qengan Pernyataan PSAP atas:

a pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAPD:
dan e |

p. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAPD.

Pasal 3

() Kebijakan Akuntansi Pelaporg_n Keuangan terdiri dari:

Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
Penyajian Laporan Keuangan; ’
Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan SAL;

Neraca;

Laporan Operasional

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan;

mrorgR e O A0 TP

) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari:

Akuntansi Aset

Akuntansi Kewajiban,;

Akuntansi Ekuitas

Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA
Akuntansi Beban dan Belanja;

Akuntansi Transfer;

Akuntansi Pembiayaan; dan ol :
Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan.

F@me e o

Pasal 4

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Ketentuan i i Akuntansi
mengenai Kebijakan akan bagian tidak terpisahkan dari

; tercantum dalam Lampiran yang merup
fraturan Walikota ini.



B 11
PELAPORAN Kéu —

Pasal 5

ngjawaban pelaksanaan Ap

() per tar;lenyajikan 'Lap.oran Keuangan taB

daﬂLapor,&ln Realisasi Anggaran:

a Laporan Perubahan SAL
Neraca, ;
Laporan Operasional;
Laporan Arus Kas;

an Perubahan Ekuitas; dan

Lapor
catatan atas Laporan Keuangan

D Entit
as Pelaporan wajj
, ajib menyusun
hunan, meliputi: ! ’

W T RO TN

Pertanggungjawa}??n pelaksanaan APBD
@ emerintahan wajib menyusun La
ridaknya terdiri d'ari:.
a. Laporan Realisasi Anggaran;
p. Laporan Operasional
c. Neraca, dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan

. Entitas Akuntansi untuk unit
poran Keuangan Tahunan, yang setidak-

@) pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah BUD wajib
menyusun Laporan Keuangan, yang setidak-tidaknya terdiri dari:
Laporan Realisasi Anggaran; :

Laporan Operasional;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan
Catatan atas Laporan Keuangan

—o 0o o

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Palu
Nomor 48 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palu
Berita Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 48) dicabut dan di nyatakan
tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota Palu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



orang mengetahuinya, me

: merintahk
Agaszs)‘taa palu ini dengan penempatann ny
all

en :
ya dalam Berip gundangan Peraturan

ta Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 November 2014

WALIKOTA PALU,

TTD

RUSDI MASTURA

: kan di Palu
132C12§§ga1 12 Nopember 2014
pa

sEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

TTD
AMINUDDIN ATJO
BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2014 NOMOR 29

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukgm

W
Muliati, SH, MM
Pembina Tkt.I (I V/b)

NIP. 19650805 199203 2 014




